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 Permukiman kumuh mewakili masalah sosial dan ekonomi yang 

kompleks yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang 

tantangan permukiman kumuh. Studi ini menggunakan metode tinjauan 

literatur untuk memahami secara mendalam konteks permasalahan 

permukiman kumuh. Temuan penelitian menyoroti bahwa permukiman 

kumuh adalah tantangan global yang kompleks yang dihadapi oleh 

banyak negara, dipicu oleh urbanisasi yang cepat dan tingkat 

ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, 

kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat 

sipil sangat penting. Pemerintah memainkan peran kunci dalam 

merancang kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memantau 

program-program perbaikan permukiman kumuh. Melalui kerjasama 

yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat 

sipil, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi holistik dan berkelanjutan 

untuk meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan 

dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan, dengan 

tujuan mengentaskan permukiman kumuh secara berkelanjutan. 
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 ABSTRACT  

 Slum settlements represent a complex social and economic issue many 

countries face worldwide. This research aims to provide a comprehensive 

insight into the challenges of slum settlements. The study employs a 

literature review method to understand the context of slum settlement 

issues deeply. The research findings highlight that slum settlements are a 

complex global challenge many countries face, driven by rapid 

urbanization and high levels of economic inequality. Cooperation 

between governments, the private sector, and civil society organizations 

is crucial to address these challenges. Governments play a key role in 

designing policies, allocating resources, and monitoring slum 

improvement programs. Through effective collaboration between 

governments, the private sector, and civil society organizations, holistic 

and sustainable solutions are expected to improve housing conditions, 

facilitate access to basic services, and enhance the quality of life for urban 

residents, with the ultimate goal of sustainably eradicating slum 

settlements. 
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PENDAHULUAN 

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang kompleks yang 

dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Permukiman kumuh adalah kawasan 
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permukiman yang terdiri dari rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan 

sanitasi yang layak serta seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke layanan dasar seperti 

air bersih dan listrik (Oluwafemi, 2013). Permukiman kumuh sering kali menjadi tempat tinggal 

bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu ekonomi dan biasanya terletak di daerah yang 

tidak aman, seperti daerah rawan banjir atau bencana alam (Gilbert, 2005). Selain itu, 

permukiman kumuh seringkali terletak di pinggiran kota atau daerah perkotaan yang kurang 

berkembang, yang merupakan hasil dari urbanisasi yang cepat (Satterthwaite, 2008). Ketika 

penduduk desa bermigrasi ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi 

yang lebih baik, mereka seringkali mendapati diri mereka tinggal di lingkungan yang penuh 

tantangan (Ramadhano & Lie, 2023). Kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya infrastruktur 

yang memadai, serta akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan menciptakan 

lingkungan yang sulit bagi penduduk permukiman kumuh (Anisyaturrobiah, 2021). Oleh karena 

itu, masalah permukiman kumuh tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penduduknya, 

tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terkait dengan ketidaksetaraan sosial, ketidakstabilan 

ekonomi, dan ketahanan terhadap bencana di tingkat perkotaan (UN-Habitat, 2016). Upaya 

yang serius dan kolaboratif dari pemerintah, LSM, dan komunitas lokal diperlukan untuk 

mengatasi tantangan kompleks ini dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh di seluruh 

dunia. 

Urbanisasi adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pembentukan 

permukiman kumuh. Ketika orang bermigrasi dari pedesaan ke kota dalam jumlah besar, 

tekanan besar terhadap sumber daya perumahan terjadi. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat 

menciptakan tekanan pada pemukiman perkotaan, mengakibatkan pertumbuhan permukiman 

kumuh. Akibatnya, banyak penduduk perkotaan terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang 

seringkali tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan (Satterthwaite, 

2008). Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi yang tidak terkendali, dan 

ketidaksetaraan ekonomi adalah faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan 

permukiman kumuh (Saini, 2016). Kurangnya regulasi dalam pembangunan dan pengelolaan 

lahan yang buruk oleh pemerintah lokal semakin memperparah masalah ini. Permukiman 

kumuh juga sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih 

dan sanitasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2018), kurangnya akses ke fasilitas 

sanitasi yang memadai dapat meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi kualitas hidup 

penduduk di permukiman kumuh. Faktor utama yang menyebabkan permukiman kumuh di 

Indonesia adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat dan kurangnya akses 

masyarakat terhadap perumahan yang layak (Akbar & Edelenbos, 2020). Masalah ini semakin 

diperparah oleh ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat. Disparitas ekonomi 

ini memaksa banyak individu berpenghasilan rendah tinggal di permukiman kumuh karena 

harga perumahan yang tidak terjangkau. 

Konsekuensi dari meluasnya permukiman kumuh meliputi berbagai masalah sosial dan 

ekonomi. Kondisi perumahan yang buruk dalam permukiman kumuh dapat menghambat 

perkembangan penduduk dalam berbagai cara, seperti mengganggu pendidikan, memburuknya 

kesehatan, dan membatasi peluang ekonomi (Zubaidah et al., 2023). Permukiman kumuh 

seringkali tetap terisolasi dari layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan 

(Agustin & Hariyani, 2023). Tantangan besar lainnya adalah kurangnya akses ke fasilitas sanitasi 

yang memadai di permukiman kumuh. Dalam hal ini, akses terbatas atau tidak ada akses ke air 

bersih dan sanitasi bersih dapat meningkatkan risiko penyakit dan kematian di antara penduduk 

permukiman kumuh (UN-Habitat, 2016). Selain itu, hanya sebagian kecil permukiman kumuh 

yang memiliki akses ke jaringan sanitasi yang layak, termasuk pasokan air bersih dan fasilitas 

toilet yang memadai. Kurangnya akses ini dapat meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi 

kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 

2016). Oleh karena itu, perhatian serius diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi di 

permukiman kumuh. 



 

 

Tindakan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. 

Pengentasan permukiman kumuh memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, 

dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang efektif dalam memperbaiki 

kondisi perumahan dan memfasilitasi akses ke layanan dasar (Habitat for Humanity, 2018). 

Perencanaan perkotaan yang berkelanjutan dan kebijakan inklusi sosial juga perlu diperkuat 

(Warsilah, 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan berbagai pemangku 

kepentingan dalam upaya mengatasi permukiman kumuh agar solusi yang diimplementasikan 

benar-benar berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. 

Banyak organisasi internasional dan pemerintah telah mencoba mengatasi masalah 

permukiman kumuh. Perbaikan permukiman kumuh melibatkan berbagai aspek, termasuk 

pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, 

serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Crispi et al., 2022),. Peran aktif 

pemerintah juga diperlukan dalam merancang kebijakan yang mendukung pengentasan 

permukiman kumuh dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan 

perkotaan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menginisiasi 

upaya penanggulangan permukiman kumuh di Indonesia. Program-program seperti "Kampung 

Kumuh" dan "Program Kota Tanpa Kumuh" telah dicanangkan untuk merubah wajah 

permukiman kumuh di Indonesia (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016). Namun, 

koordinasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal sangat penting untuk merancang dan 

melaksanakan program-program ini secara efektif (Herdiansah, 2017). Peningkatan pendidikan 

dan pelatihan keterampilan juga merupakan langkah penting dalam membantu masyarakat 

kumuh meningkatkan taraf hidup (Khairunnisa et al., 2020). 

Dalam mengatasi permukiman kumuh, sebuah masalah kompleks yang memerlukan 

perhatian serius dari berbagai pihak, upaya kolaboratif dari pemerintah, LSM, dan masyarakat 

lokal sangatlah penting. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

perbaikan permukiman kumuh adalah hal yang penting (UNDP, 2016). Melalui upaya bersama 

ini, diharapkan bahwa masalah permukiman kumuh dapat dikurangi dan kualitas hidup 

penduduk di permukiman kumuh dapat ditingkatkan. Meningkatkan akses ke perumahan yang 

layak, infrastruktur sanitasi yang memadai, dan peluang ekonomi akan menjadi langkah penting 

dalam mengentaskan permukiman kumuh di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang bertujuan 

mendalam memahami konteks permasalahan permukiman kumuh. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap beragam sumber literatur yang relevan 

dengan topik penelitian. Prinsip utama adalah memperoleh wawasan yang komprehensif 

mengenai permasalahan permukiman kumuh, meliputi identifikasi faktor-faktor yang menjadi 

penyebabnya serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, studi 

literatur juga membantu dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang telah diajukan atau 

diterapkan dalam penelitian sebelumnya untuk mengatasi masalah permukiman kumuh. Hasil 

dari studi literatur ini berperan penting dalam merumuskan kerangka teoritis yang kokoh. 

Dengan memahami konsep-konsep, teori-teori, dan model-model yang telah dikembangkan 

dalam penelitian sebelumnya, peneliti mampu mengidentifikasi kerangka kerja yang sesuai 

dengan konteks penelitian mereka. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti untuk 

mengenali area-area yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. 

Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan merupakan upaya sistematis untuk 

mengakses dan mengumpulkan informasi yang relevan dari beragam sumber literatur seperti 

buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen tertulis lainnya (Nilamsari, 2014). Penggunaan 

database akademik seperti PubMed, Google Scholar, Scopus, atau ProQuest menjadi instrumen 

yang sangat berguna dalam mencari artikel jurnal, tesis, dan laporan penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kritis 

terhadap keandalan, relevansi, dan metodologi penelitian dari setiap sumber literatur yang 
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ditemukan, sehingga hanya sumber-sumber berkualitas tinggi yang akan dimasukkan dalam 

analisis data. 

Analisis data dari studi kepustakaan merupakan tahap yang mendasar dalam penelitian, 

memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka teoritis yang sudah ada dan mendapatkan 

wawasan yang mendalam tentang topik penelitian. Proses dimulai dengan identifikasi sumber-

sumber relevan, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian, yang mampu memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti. Selanjutnya, dengan 

mengklasifikasikan dan mengorganisir sumber-sumber tersebut, peneliti menciptakan kerangka 

kerja yang membantu dalam pengaturan informasi, mempermudah akses ke temuan-temuan 

kunci, dan memungkinkan identifikasi pola atau tren dalam literatur. Evaluasi kualitas sumber-

sumber literatur melibatkan pertimbangan tentang metodologi penelitian yang digunakan, 

relevansi dengan topik penelitian, dan keandalan informasi yang disajikan. Setelah itu, sintesis 

informasi dari berbagai sumber literatur membantu peneliti untuk menggabungkan temuan-

temuan utama dan memahami gambaran yang lebih luas tentang topik penelitian. Identifikasi 

kesenjangan dalam literatur memungkinkan peneliti untuk menentukan di mana penelitian lebih 

lanjut diperlukan dan bagaimana penelitian tersebut akan memberikan kontribusi pada 

pemahaman yang ada dalam bidang tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permukiman Kumuh sebagai Masalah Global 

Permukiman kumuh, juga dikenal sebagai "kawasan kumuh" dalam bahasa Inggris, 

merupakan masalah global yang mendalam dan kompleks yang telah menjadi ciri khas dari 

lanskap perkotaan di berbagai belahan dunia. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan 

ekonomi yang ekstrem dan kegagalan sistem perumahan dalam menyediakan kondisi hidup 

yang layak bagi semua penduduk perkotaan. Permukiman kumuh dapat ditemukan di berbagai 

lokasi, termasuk kota-kota besar, daerah pedesaan, dan pinggiran perkotaan, menjadi 

manifestasi tragis dari masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang memengaruhi populasi 

global. Permukiman kumuh tidak dapat direduksi hanya menjadi sekumpulan rumah yang 

miskin atau kurang terawat namun adalah cerminan yang mendalam dari ketidaksetaraan 

ekonomi yang mendalam, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam sistem perumahan 

yang sering gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Permukiman kumuh dapat ditemukan di 

seluruh dunia, mulai dari kota metropolitan yang padat penduduk hingga desa-desa terpencil, 

menggambarkan dampak global dari masalah ini. 

Salah satu karakteristik utama permukiman kumuh adalah kepadatan penduduk yang 

tinggi. Sebagai contoh, Permukiman kumuh di berbagai kota di seluruh dunia sering kali 

memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh melebihi standar kesejahteraan. Rumah-rumah 

sering kali dibangun secara sembarangan, menghasilkan jalan-jalan yang sempit dan berliku 

yang sulit dilalui (Khan et al., 2023). Kepadatan ini menciptakan kondisi yang tidak sehat dan 

tidak aman bagi penduduk, terutama dalam situasi bencana alam atau darurat (Dickson-Gomez 

et al., 2023). Fasilitas sanitasi yang terbatas dan seringkali tidak memadai menjadi masalah 

serius, dengan akses terbatas ke fasilitas toilet yang layak. Akibatnya, penduduk sering kali 

terpaksa menggunakan sumber air yang tidak aman, meningkatkan risiko penyakit yang dapat 

menghancurkan komunitas (Agustina et al., 2023). Salah satu lokasi umum permukiman kumuh 

adalah di pinggiran kota besar. Kota-kota ini sering menjadi daya tarik bagi individu yang miskin 

yang mencari pekerjaan dan peluang kehidupan yang lebih baik. Namun, biaya tinggi 

perumahan di pusat kota sering kali memaksa banyak orang bermigrasi ke pinggiran kota untuk 

mencari perumahan yang lebih terjangkau. Akibatnya, permukiman kumuh tumbuh pesat di 

sepanjang pinggiran kota ini, menggantikan lahan kosong atau wilayah pedesaan yang 

sebelumnya belum tersentuh (UN-Habitat, 2016). 

Kehidupan di permukiman kumuh di pinggiran kota sering kali penuh dengan 

tantangan. Rumah-rumah sering kali dibangun tanpa perencanaan yang tepat dan seringkali 

tidak memenuhi standar konstruksi yang aman, meninggalkan penduduk rentan terhadap 



 

 

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Patri et al., 2022). Aksesibilitas ke tempat kerja, 

pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai sering kali terbatas akibat infrastruktur jalan 

yang buruk atau kurangnya transportasi umum yang handal (Nss et al., 2015). Selain tantangan 

fisik yang dihadapi oleh penduduk permukiman kumuh, ada juga dampak sosial dan ekonomi 

yang signifikan. Lingkungan hidup yang tidak sehat dan kurangnya fasilitas pendidikan yang 

memadai dapat menghambat perkembangan anak-anak dan remaja yang tinggal di 

permukiman kumuh. Peluang pendidikan yang terbatas sering kali memperpetuasi siklus 

kemiskinan yang sulit diputuskan. Dari segi ekonomi, penduduk permukiman kumuh sering kali 

bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak stabil. Peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi seringkali terbatas (UNDP, 

2016). 

Untuk memahami akar masalah permukiman kumuh, perlu mempertimbangkan faktor-

faktor yang berkontribusi pada pertumbuhannya. Salah satu faktor utama adalah urbanisasi 

yang cepat. Banyak orang dari pedesaan bermigrasi ke kota dalam jumlah besar, menciptakan 

tekanan besar pada sumber daya perumahan perkotaan. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat 

menciptakan tekanan pada pemukiman perkotaan terutama terlihat di kota-kota yang 

mengalami pertumbuhan cepat tanpa perencanaan yang memadai (Satterthwaite, 2008). 

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat juga menjadi faktor penting, terutama di negara-

negara berkembang. Regulasi pembangunan yang buruk dan pengelolaan lahan yang tidak 

memadai oleh pemerintah lokal juga berkontribusi pada masalah ini. Di beberapa kasus, 

mungkin ada keterbatasan akses penduduk ke lahan yang sesuai untuk perumahan, sehingga 

penduduk terpaksa tinggal di wilayah yang rawan bencana atau tidak aman. 

Penting untuk diingat bahwa masalah permukiman kumuh bukanlah isu yang terbatas 

pada satu negara atau wilayah tertentu. Ini adalah masalah global yang memengaruhi banyak 

negara di seluruh dunia. Urbanisasi yang cepat, ketidaksetaraan ekonomi, dan regulasi 

pembangunan yang buruk adalah faktor-faktor umum yang menyebabkan pertumbuhan 

permukiman kumuh di berbagai negara. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah ini 

harus memiliki dimensi global. Kolaborasi lintas negara dan kerja sama internasional menjadi 

kunci dalam upaya mengatasi masalah permukiman kumuh. Negara-negara dan organisasi 

internasional perlu bekerja sama untuk mendukung pembangunan perkotaan yang 

berkelanjutan dan penyediaan perumahan yang layak bagi semua penduduk perkotaan. Ini 

melibatkan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik dalam menghadapi masalah 

ini. Dalam konteks global, permukiman kumuh mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang 

mendalam dan kegagalan sistem perumahan dalam menyediakan hak dasar tempat tinggal yang 

layak bagi semua penduduk perkotaan. Ini adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius 

dan tindakan kolektif untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang 

tinggal di dalamnya. 

 

Faktor Penyebab Pertumbuhan Permukiman Kumuh 

Faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan permukiman kumuh sangat 

kompleks dan mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan urbanisasi yang melibatkan banyak 

aspek. Dalam konteks ini, dua faktor utama yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan 

permukiman kumuh adalah urbanisasi yang cepat dan tingginya ketidaksetaraan ekonomi. 

Urbanisasi yang cepat adalah proses migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota, seringkali 

terjadi dengan cepat dan dalam skala besar. Pencarian peluang ekonomi, pekerjaan, dan gaya 

hidup yang lebih baik di perkotaan secara utama memicu urbanisasi ini. Ini menyebabkan kota-

kota menjadi pusat pertumbuhan penduduk yang signifikan. Namun, urbanisasi yang tidak 

terkontrol atau tidak terencana dengan baik dapat menciptakan tekanan besar pada sumber 

daya perumahan perkotaan. Urbanisasi menciptakan tekanan pada perkotaan yang pada 

akibatnya, permukiman kumuh mulai berkembang pesat di pinggiran kota atau di wilayah 

perkotaan yang kurang berkembang (Satterthwaite, 2008)). Di sini, penduduk mencari 

perumahan yang terjangkau namun sering kali harus tinggal dalam kondisi yang sangat sulit. 
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Dalam konteks Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa 

urbanisasi yang cepat juga menjadi masalah serius. Pada tahun 2020, sekitar 13,4 juta rumah 

tangga tinggal di permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Tingginya laju urbanisasi, terutama 

di kota-kota besar, telah menciptakan tekanan besar pada perumahan perkotaan dan 

infrastruktur, yang berkontribusi pada pertumbuhan permukiman kumuh (BPS, 2021) 

Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi adalah faktor lain yang memperburuk masalah 

permukiman kumuh. Ketika sebagian besar penduduk dalam suatu masyarakat menghadapi 

ketidaksetaraan ekonomi yang mendalam sehingga seringkali tidak mampu membeli atau 

menyewa perumahan yang layak. Ini memaksa sebagian besar penduduk miskin tinggal di 

permukiman kumuh, di mana biaya perumahan lebih terjangkau. Salah satu faktor utama yang 

menyebabkan permukiman kumuh di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk perkotaan 

yang cepat dan terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Ketidaksetaraan 

ekonomi yang tinggi dalam masyarakat menjadi hambatan serius bagi individu dan keluarga 

untuk meningkatkan taraf hidup dan meninggalkan lingkungan permukiman kumuh (Akbar & 

Edelenbos, 2020). Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan spiral kemiskinan yang sulit 

diputuskan. Ketidaksetaraan ekonomi juga memengaruhi akses penduduk terhadap pendidikan 

berkualitas dan pekerjaan yang layak (Lasaiba, 2023b). Peluang pendidikan dan pekerjaan yang 

terbatas sering kali membuat banyak penduduk permukiman kumuh terjebak dalam sektor 

informal dengan penghasilan rendah dan tidak stabil, yang tidak hanya membatasi mobilitas 

sosial tetapi juga membuat lebih rentan terhadap perubahan ekonomi yang tidak terduga. 

Dalam konteks permukiman kumuh, dampak gabungan dari urbanisasi yang cepat dan 

ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi sangat terlihat. Ketika orang berduyun-duyun ke kota-

kota besar mencari pekerjaan dan peluang ekonomi, sehingga seringkali menghadapi tantangan 

dalam mengakses perumahan yang terjangkau. Hal ini mengakibatkan banyak dari penduduk 

terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang berkembang pesat di pinggiran kota atau di 

wilayah perkotaan yang kurang berkembang. Tingginya permintaan terhadap perumahan di 

kota-kota besar meningkatkan harga perumahan, membuatnya tidak terjangkau bagi sebagian 

besar penduduk. Akibatnya, permukiman kumuh menjadi satu-satunya alternatif bagi banyak 

individu miskin. Ini menciptakan lingkungan di mana ketidaksetaraan ekonomi tercermin dalam 

infrastruktur fisik dan sosial yang tidak memadai, seperti fasilitas sanitasi yang buruk, akses 

terbatas ke air bersih, dan layanan pendidikan yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus, 

ketidaksetaraan ekonomi juga dapat mengakibatkan pemusatan lahan dan perumahan di 

tangan segelintir individu atau perusahaan, yang kemudian memanfaatkannya untuk 

keuntungan pribadi. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat luas terhadap lahan yang 

sesuai untuk perumahan, memperburuk masalah permukiman kumuh di mana individu dan 

keluarga terpaksa tinggal di lingkungan yang tidak aman dan tidak layak. 

Urbanisasi yang cepat dan tingginya ketidaksetaraan ekonomi adalah dua faktor utama 

yang memengaruhi pertumbuhan permukiman kumuh di berbagai belahan dunia, termasuk 

Indonesia. Urbanisasi yang tidak terkendali menciptakan tekanan pada sumber daya perumahan 

perkotaan (Lasaiba, 2023c), sementara ketidaksetaraan ekonomi menyebabkan banyak 

penduduk miskin terperangkap dalam lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak. 

Gabungan kedua faktor ini menyajikan tantangan kompleks dalam mengatasi masalah 

permukiman kumuh dan menyoroti perlunya tindakan lintas sektor dan kerja sama yang kuat 

untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. 

 

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh 

Peran pemerintah dalam penanggulangan permukiman kumuh sangat penting dalam 

mengatasi masalah yang kompleks ini. Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam 

perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa 

penduduk di permukiman kumuh memiliki akses yang lebih baik ke perumahan yang layak, 

pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas 

hidupmasyarakat. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab 



 

 

utama dalam mengatasi permukiman kumuh. Pemerintah pusat biasanya bertanggung jawab 

untuk merancang kebijakan nasional yang mendukung upaya penghapusan permukiman kumuh 

di seluruh negara, melibatkan alokasi dana, pengembangan program, dan koordinasi dengan 

pemerintah daerah. Contoh nyata dari peran pemerintah pusat dalam mengatasi permukiman 

kumuh adalah program "Kampung Kumuh" di Indonesia, yang dimulai oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016) 

pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mengubah permukiman kumuh menjadi area 

yang lebih teratur dan meningkatkan kualitas hidup melalui investasi dalam infrastruktur dan 

layanan dasar. Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk program ini dan berkolaborasi 

dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk 

melaksanakannya. 

Selain peran pemerintah pusat dan daerah, kerja sama antara pemerintah, organisasi 

non-pemerintah (LSM), dan masyarakat lokal sangat penting dalam upaya penghapusan 

permukiman kumuh. LSM memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah dalam 

merancang dan melaksanakan program penghapusan permukiman kumuh (Owa, 2016). 

Penduduk sering memiliki pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan 

bantuan teknis, advokasi, dan dukungan kepada komunitas permukiman kumuh. Kerja sama 

antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal juga dapat membantu mengidentifikasi 

kebutuhan khusus dan solusi yang sesuai dengan kondisi setempat. Pemerintah biasanya 

memiliki keterbatasan dalam mengakses semua komunitas permukiman kumuh, dan kehadiran 

LSM dan partisipasi aktif masyarakat lokal dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal 

dalam upaya penghapusan. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah 

langkah penting dalam membantu komunitas permukiman kumuh meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam memberikan akses ke pendidikan 

berkualitas, terutama bagi anak-anak di permukiman kumuh. Peningkatkan akses pendidikan 

akan menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi muda untuk meningkatkan prospek 

ekonomi di masa depan. Pelatihan keterampilan adalah cara untuk meningkatkan daya saing 

dan peluang pekerjaan bagi penduduk permukiman kumuh (UNICEF, 2019). Pemerintah dapat 

bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan sektor swasta untuk menyediakan program 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, yang akan membantu komunitas 

permukiman kumuh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan 

(Lasaiba, 2021). 

Penting untuk dicatat bahwa peran pemerintah juga mencakup pengawasan dan 

evaluasi program penghapusan permukiman kumuh. Pemerintah harus memastikan bahwa 

program yang dilaksanakan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi program 

secara teratur dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, perubahan yang diperlukan, dan 

pelajaran yang dapat diterapkan pada program-program di masa depan. Peran pemerintah 

dalam penghapusan permukiman kumuh sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bekerja sama dengan LSM dan masyarakat lokal, 

dapat berkontribusi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung 

perbaikan kondisi permukiman kumuh. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan 

juga merupakan langkah penting dalam membantu komunitas permukiman kumuh 

meningkatkan kualitas hidup. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk mengatasi 

masalah ini, perubahan positif dalam kehidupan penduduk permukiman kumuh dapat tercapai. 

 

Kolaborasi dalam Mengatasi Permukiman Kumuh 

Kolaborasi dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh adalah kunci untuk 

mencapai perubahan positif yang berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, solusi yang lebih efektif dapat 

diciptakan untuk meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan dasar, dan 

meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor 

swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi masalah permukiman 
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kumuh. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam kerangka kerja 

kolaboratif ini (Habib & Researcher, 2009). Sebagai pemangku kepentingan utama, pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hukum dan regulasi yang mendukung 

kolaborasi ini serta juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana publik dan mengawasi 

implementasi program-program penanggulangan permukiman kumuh. Pemerintah memiliki 

wewenang untuk mengatur penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur, yang 

merupakan faktor kunci dalam perbaikan kondisi permukiman kumuh. Oleh karena itu, peran 

pemerintah dalam memberikan kerangka kerja yang stabil dan mendukung kolaborasi tidak 

dapat diabaikan. 

Dalam konteks kolaborasi yang melibatkan sektor swasta, Swarnkar et al. (2019) 

mencatat bahwa perusahaan dan investor dapat berperan dalam menginvestasikan sumber 

daya ke dalam program-progam pengembangan permukiman yang berkelanjutan. Dengan 

keterlibatan sektor swasta, sumber daya finansial dan ekspertise teknis dapat disalurkan untuk 

mempercepat perbaikan infrastruktur dan perumahan dalam permukiman kumuh (Binti Singh, 

2005). Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memobilisasi komunitas, 

memonitor program-program penanggulangan permukiman kumuh, serta memastikan 

partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi antara semua pihak ini 

bukan hanya memungkinkan berbagai sumber daya yang berbeda digunakan secara optimal, 

tetapi juga menciptakan peluang bagi inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik dalam 

upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang kompleks. Dengan demikian, 

kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil 

merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai perubahan positif dalam kondisi 

permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan secara keseluruhan. 

Sektor swasta memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya finansial dan 

teknis yang dapat meningkatkan kondisi perumahan di permukiman kumuh. Perusahaan-

perusahaan dapat terlibat dalam program-program perbaikan permukiman, berinvestasi dalam 

infrastruktur, dan mengembangkan perumahan yang terjangkau. Seringkali, sektor swasta dapat 

membawa inovasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah permukiman 

kumuh. Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor swasta juga harus beroperasi dengan 

integritas dan komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya mencari 

keuntungan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM, kelompok advokasi, dan 

organisasi nirlaba, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis, advokasi, dan 

pendampingan kepada masyarakat kumuh. Mereka seringkali dapat mengidentifikasi 

kebutuhan khusus, memberikan pelatihan, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan menjadi pengawas independen, organisasi 

masyarakat sipil juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, 

berperan sebagai mediator antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat kumuh, 

memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pemecahan konflik. Kolaborasi ini menawarkan 

beberapa manfaat: 

1. Solusi yang dihasilkan menjadi lebih holistik karena berbagai pihak membawa perspektif 

yang berbeda dalam pemecahan masalah. 

2. Penggabungan sumber daya finansial, teknis, dan manusia dari berbagai sektor 

memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan menghindari tumpang 

tindih dalam program. 

3. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, masyarakat kumuh dapat lebih aktif 

terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memberikan rasa kepemilikan atas 

perubahan yang terjadi di lingkungan. 

4. Kolaborasi ini dapat menciptakan inovasi dalam pendekatan penanggulangan permukiman 

kumuh, termasuk pengembangan teknologi baru, model perumahan yang lebih terjangkau, 

dan program pelatihan keterampilan yang inovatif. 

 

Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi dalam kolaborasi ini: 



 

 

1. Berbagai pihak mungkin memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, yang dapat 

menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, koordinasi dan 

komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan ini. 

2. Masih mungkin terdapat keterbatasan dalam anggaran dan sumber daya manusia yang 

tersedia, bahkan dengan penggabungan sumber daya. 

3. Masalah koordinasi antara berbagai pihak dapat menjadi kompleks dan memerlukan 

manajemen yang baik untuk memastikan program-program berjalan dengan lancar. 

Dalam menghadapi tantangan ini, kesadaran akan manfaat kolaborasi dan komitmen 

bersama untuk mencapai perubahan positif dalam permukiman kumuh menjadi kunci dalam 

mengatasi permasalahan ini.  

Salah satu contoh kolaborasi sukses dalam mengatasi permukiman kumuh adalah 

program "Housing for All" di India. Program ini melibatkan pemerintah India, sektor swasta, 

dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah menyediakan perumahan yang terjangkau 

bagi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh di seluruh India. Melalui program 

ini, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan perumahan terjangkau, 

sementara sektor swasta ikut berperan dalam pengembangan proyek-proyek perumahan. 

Organisasi masyarakat sipil memberikan dukungan teknis dan mendampingi masyarakat dalam 

mengakses perumahan yang layak. Kolaborasi ini telah berhasil menyediakan jutaan unit 

perumahan terjangkau dan telah memberikan dampak positif pada kehidupan penduduk 

permukiman kumuh di India (Shah, 2018).  

Kolaborasi dalam mengatasi permukiman kumuh adalah pendekatan yang efektif untuk 

mengatasi masalah kompleks ini. Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi 

masyarakat sipil, dapat menciptakan solusi yang lebih holistik, efisien, dan berkelanjutan. 

Melalui kolaborasi ini, dapat meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke layanan 

dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman 

kumuh. Dengan komitmen bersama, perubahan positif dapat terwujud, memberikan masa 

depan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

 

Harapan untuk Masa Depan 

Harapan untuk masa depan dalam mengatasi masalah permukiman kumuh, yang 

merupakan masalah global yang kompleks, sangatlah penting. Upaya bersama dari pemerintah, 

LSM, dan masyarakat lokal merupakan kunci dalam merumuskan solusi yang efektif untuk 

masalah ini. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program perbaikan permukiman kumuh (UNDP, 2016), terdapat harapan besar bahwa masalah 

permukiman kumuh dapat dikurangi, dan kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh 

dapat ditingkatkan. Pertama-tama, penting untuk mengakui bahwa mengatasi permukiman 

kumuh adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan kerjasama berkelanjutan antara 

berbagai pemangku kepentingan. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal ini, 

pemerintah harus memastikan keberlanjutan program-program penanggulangan permukiman 

kumuh, termasuk mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung program-program ini 

dan mengawasi pelaksanaannya dengan cermat. Selain itu, pemerintah harus menjaga 

konsistensi dalam kebijakan perumahan dan pengembangan perkotaan untuk mencegah 

pertumbuhan permukiman kumuh yang lebih lanjut. 

LSM dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam memantau pelaksanaan 

program-program penanggulangan permukiman kumuh. Harapan adalah bahwa LSM dapat 

terus memberikan dukungan teknis, advokasi, dan bantuan kepada masyarakat kumuh serta 

berperan sebagai pengawas independen yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan program. Sebagai hasilnya, masyarakat kumuh dapat merasa didengar dan 

memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi 

hidup mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

perbaikan permukiman kumuh adalah aspek kunci dalam mencapai perubahan yang 

berkelanjutan (Lasaiba, 2023a). Harapan adalah bahwa masyarakat kumuh akan terlibat dalam 



31                                                                                                                      p-ISSN: 1979-7842                                                

                                                                                                                             e-ISSN: 3021-8314                                                

 

Jurnal Jendela Pengetahan. Vol. 17, No. 1. April 2024: 22–33 

setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, yang merupakan tentang 

memberi suara dalam proses ini dan memberikan rasa memiliki terhadap perubahan yang 

terjadi di lingkungan mereka. Dengan rasa memiliki ini, masyarakat kumuh akan lebih 

termotivasi untuk merawat dan merawat perubahan yang telah terjadi. 

Di Indonesia, salah satu negara dengan tingkat permukiman kumuh yang tinggi, harapan 

untuk masa depan adalah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah permukiman 

kumuh. Program-program seperti "Kampung Kumuh" dan "Program Kota Tanpa Kumuh" telah 

menjadi langkah awal yang baik dalam mengubah wajah permukiman kumuh di Indonesia 

(Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016). Namun, harapannya adalah bahwa 

pemerintah pusat dan daerah akan terus meningkatkan upaya mereka dalam mengatasi masalah 

ini dan mendorong inovasi dalam pendekatan penanggulangan permukiman kumuh, termasuk 

pengembangan teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan kondisi perumahan, 

model perumahan yang lebih terjangkau, dan program pelatihan keterampilan yang inovatif. 

Inovasi-inovasi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam 

penanggulangan masalah permukiman kumuh. 

Dengan demikian, harapan untuk masa depan dalam mengatasi masalah permukiman 

kumuh adalah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah permukiman kumuh, 

peningkatan kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh, dan komitmen berkelanjutan dari 

berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya ini. Dengan kolaborasi yang kuat 

antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat lokal, harapan ini dapat menjadi 

kenyataan di Indonesia dan di seluruh dunia. 

 

KESIMPULAN 

Permasalahan permukiman kumuh merupakan tantangan global yang kompleks yang 

dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat 

dan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi menjadi pemicu utama pertumbuhan permukiman 

kumuh. Urbanisasi yang tidak terkendali menciptakan tekanan besar pada sumber daya 

perumahan perkotaan, sementara ketidaksetaraan ekonomi membatasi akses penduduk miskin 

ke perumahan yang layak. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi 

masyarakat sipil adalah kunci dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah memiliki peran utama 

dalam merancang kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan program pengentasan 

permukiman kumuh. Sektor swasta dapat memberikan sumber daya finansial dan teknis yang 

dibutuhkan, sementara organisasi masyarakat sipil dapat membantu melibatkan masyarakat 

kumuh dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini memungkinkan solusi 

yang lebih efektif dan holistik untuk meningkatkan kondisi perumahan, memfasilitasi akses ke 

layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan, dengan tujuan 

mengentaskan permukiman kumuh secara berkelanjutan. 
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